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KAJIAN TEORITIK
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM
POSITIF DAN ISLAM

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (disingkat HAM, Bahasa inggris
human rights, bahasa Prancis droits de I'nhomme) adalah sebuah
konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia
memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang
manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan
kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada
prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak
dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung.
Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau
dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia,
termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran
yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak
asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik

yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk
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hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat),
serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan
akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh
pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas
perumahan).

Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan
pada keyakinan bahwa hak tersebut "dianugerahkan secara
alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu,
mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini
bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai
yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap
HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas,
dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang
meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa
hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan
membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum
internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau
dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya

harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan



34

diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu,
pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang
mengancam "kehidupan bangsa”, dan pecahnya perang pun
belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan
internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu,
sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan
apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun
penyiksaan.

Masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi
manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor
sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak
kodrati yang dikembangkan pada Abad Pencerahan, Yyang
kemudian memengaruhi  wacana politik selama Revolusi
Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia
modern muncul pada paruh kedua abad kedua puluh, terutama
setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak
Asasi Manusia (PUHAM) di Paris pada tahun 1948. Semenjak
itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat

dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan
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secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat
internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia
PBB dan badan-badan traktat PBB seperti Komite Hak Asasi
Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
sementara di tingkat regional, hak asasi manusia ditegakkan
oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak
Asasi Manusia Antar-Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi
Manusia dan Hak Penduduk Afrika. Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya (ICESCR) sendiri telah diratifikasi oleh hampir semua
negara di dunia saat ini.!
1. Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Para ahli
Ada berbagai versi umum pengertian mengenai HAM.
Setiap pengertian menekankan pada segi-segi tertentu dari
HAM. Berikut beberapa definisi tersebut. Adapun beberapa

definisi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut:

! “Hak Asasi Manusia™ https:/id.wikipedia.org/wiki/, diakses pada 22
Desember 2020 Pukul 15.00 WIB
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a. Austin-Ranney, HAM adalah ruang kebebasan individu
yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin
pelaksanaannya oleh pemerintah.

b. A.J.M. Milne, HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua
umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena
keutamaan keberadaannya sebagai manusia.

c. UU No. 39 Tahun 1999, Menurut Undang-Undang Nomor
39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia.

d. John Locke, Menurut John Locke, hak asasi adalah hak
yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang
bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia
menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya,

sehingga sifatnya suci.
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e. Miriam  Budiardjo, Miriam  Budiardjo = membatasi
pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang
dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya
bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam
masyarakat.

f. Oemar Seno Adji, Menurut Oemar Seno Adji yang
dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ialah hak yang
melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar
oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy
area.’

Dari pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dapat
disimpulkan bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap
makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan
dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak
asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal

lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak

2Pengertian Hak Asasi Manusia” http://liputan6.com, diakses pada
22 Desember 2020 Pukul 15.30 WIB
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kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat
yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.
2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki
manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia
memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh
masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan
semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.®
Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan
kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai
hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut.
Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut
(inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah
dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan
seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena
itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-

hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

% Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice,
(London: Cornell University Press, 2003), h 21.
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Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti
dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (natural
rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari
teori hukum kodrati (natural law theory), yang terakhir ini
dapat diruntut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke
zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern
melalui tulisan- tulisan hukum kodrati Santo Thomas
Aquinas. Hugo de Groot --seorang ahli hukum Belanda yang
dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang
lebih  dikenal dengan nama  Latinnya,  Grotius,
mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas
dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya
menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan
landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya,
salah se- orang kaum terpelajar pasca-Renaisans, John Locke,
mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati.
Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang
melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang

meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad
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ke-17 dan ke-18.

Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “The
Second Treatise of Civil Government and a Letter
Concerning Toleration” Locke mengajukan sebuah postulasi
pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak
yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang
merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau
dipreteli oleh negara.* Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (social
contract), perlindungan atas hak yang tidak da- pat dicabut ini
diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila
penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan
melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara
itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya
dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati akhak
tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi
hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada

“John Locke, The Second Treatise of Civil Government and a Letter
Concerning Toleration, disunting oleh J.W. Gough, (Blackwell: Oxford
University Press, 1964), h. 97
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pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada
abad 19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan
Revolusi Perancis, adalah salah satu di antara penentang teori
hak-hak kodrati. Burke menuduh para penyusun “Declaration
of the Rights of Man and of the Citizen” mempropagandakan
“rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia”.
Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya
merupakan “ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan
yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani
hidup yang tidak jelas dengan susah payah.” Tetapi
penentang teori hak kodrati yang paling terkenal adalah
Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Kritik
Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut ada- lah
bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan
diverifikasi kebenarannya. Bagaimana mungkin mengetahui
dari mana asal hak-hak kodrati itu, apa sajakah hak itu dan

apa isinya?

® Edmund Burke, Reflection on the Revolution in France, ed. Conor

Cruise O’Brien, (London: Oxford University Press, 1968), h. 80



42

Bentham dengan sinis menertawakan teori hak-hak
kodrati itu dengan mengatakan: “Bagi saya, hak sebagai kata
benda (berlawanan dengan kata sifat), adalah anak kandung
hukum: dari hukum riil lahir pula hak-hak riil; namun dari
hukum imajiner; hukum kodrati yang dikhayal dan direka
para penyair, ahli-ahli pidato dan saudagar dalamrupa racun
moral dan intelektual lahirlah hak-hak rekaan. Hak-hak
kodrati adalah omong kosong yang dungu: hak yang kodrati
dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong yang retorik,
atau puncak dari omong kosong yang berbahaya!”.® Lebih
lanjut, dalam sebuah risalahnya yang lain, Bentham
mengulang kembali cercaan sinisnya pada teori hak-hak
kodrati. Ia menulis, “Bagi saya hak dan hukum merupakan
hal yang sama, karena saya tidak mengenal hak yang lain.
Hak bagi saya adalah anak kandung hukum: dari berbagai
fungsi hukum lahirlah beragam jenis hak. Hak kodrati adalah

seorang anak yang tidak pernah punya scorang ayah”.’

® H.L.A. Hart, Essays on Bentham, (London, Oxford University Press
1982), h. 82

” Bentham, Supply Without Burden or Escheat Vice Taxation, dikutip
dari Hart, Essays on Bentham, (London, Oxford University Press, 1982), h. 52
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Serangan dan penolakan kalangan utilitarian itu kemudian
diperkuat oleh mazhab positivisme,® yang dikembangkan
belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin.
Kaumpositivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak
hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya
hukum yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat.’ la
tidak datang dari “alam” atau “moral”.

Namun demikian, kecaman dan penolakan dari
kalangan utilitarian dan positivis tersebut tidak membuat
teori hak-hak kodrati dilupakan orang. Jauh dari anggapan
Bentham, hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya, ia
malah tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II.
Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati

inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi

& Mazhab positivisme adalah anak kandung dari “Abad Pencerahan”

yang kental dengan metode metode empiris. Adalah David Hume yang
pertama mengembangkannya. Lihat bukunya, A Treatise of Human Nature,
Fontana Collins, London, 1970.

% John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, W. Rumble

(ed.), (Cambridge: Cambridge University Press ,1995), h. 105
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manusia di panggung internasional.’® Pengalaman buruk
dunia internasional dengan peristiwva Holocaust Nazi,
membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John
Locke tentang hak-hak kodrati. “Setelah kebiadaban luar
biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II,
gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati
menghasilkan dirancangnya instrumeninternasional yang
utama mengenai hak asasi manusia,” tulis Davidson. Hal ini
dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada 1945, segera setelah berakhirnya perang
yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia itu. Dengan
mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin
mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan
karena itu “menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak
asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia,
terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan

o5 11
kesetaraan negara besar dan kecil”.

1 David Weissbrodt, “Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari
Perspektif Sejarah,” dalam Peter Davies, Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga
Rampai, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,, 1994), h. 30.

|_ihat Preamble Piagam PBB
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Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak
asasi manusia. Sejak saat itulah masyarakat internasional
bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu
tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua
bangsa” (“a commond standard of achievement for all
peoples and all nations”). Hal ini ditandai dengan
diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum
hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB
atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan “International
Bill of Human Rights”.

B. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Positif

Secara konkret kewajiban negara menyangkut Hak Asasi
Manusia (HAM) diwujudkan dengan melindungi HAM setiap
individu dari penyalahgunaan kekuasaan Negara, menjamin
eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun
didalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu.
Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (right not to be
tortured), Negara harus membuat aturan hukum yang melarang

praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap indvidu dari
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tindak penyiksaan. Negara juga harus menjamin bahwa setiap
individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan. Negara
juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara
nyata.

Andre Sujatmoko (2015: 59) menyatakan bahwa: Secara
Hukum, Negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk
melindungi (Protect), menjamin (ensure) dan memenuhi (fulfill)
HAM. Mengapa demikian?. Karena, Negara merupakan pihak
yang memiliki kekuasaan (Power). Dalam kaitannya dengan
HAM Negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan
kekuasaannya (abuse of power). Pengertian negara disini,
mencakup tidak saja pemerintah (eksekutif), tetapi juga legislatif
dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur
negara/aparat penegak hukum. Dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah dengan
perubahan Kedua pada tahun 2000, hanya memuat sedikit
ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian hak asasi
manusia. Pasal-pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian

hak asasi manusia
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itu adalah:

Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi,
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan wajib menjunujung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi,

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ”

Pasal 28 yang berbunyi,
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tuisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang, .
Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi,
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepecayaannya itu”.
Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi,
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha
pembelaan negara”.
Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi,
“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, ”

Pasal 34 yang berbunyi.

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.
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Namun, jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh,
hanya satu ketentuan saja yang memang benar-benar
memberikan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, yaitu
pasal 29 ayat (2) yang menyatakan:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sementara itu, ketentuan-ketentuan yang lain, sama sekali
bukanlah rumusan tentang hak asasi manusia atau Human Rights,
melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau The
citizen rights atau biasa juga disebut the citizens’ constitutional
rights. Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi
orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi
orang asing tidak dijamin. Satusatunya yang berlaku bagi tiap-
tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya
adalah Pasal 29 ayat (2) tersebut.

Selain itu, ketentuan pasal 28 dapat dikatakan memang
terkait dengan ide hak asasi manusia. Akan tetapi, pasal 28
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 belum

memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas
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mengenaiadanya ‘kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta
kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan’
bagi setiap orang, Pasal 28 hanya menentukan bahwa hal ikhwal
mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan
ditetapkan dengan undang-undang.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia
adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah
(agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk
mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan
gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah
orgaisasi yang dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan
kekuasaannya dengan sah terhadap semua golongan dan dapat
menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama-sama, akan
tetapi kekuasaan itu sendiri pada intinya perlu diatur dan dibatasi
sebagaimana mestinya'?. Negara menetapkan cara-cara dan
batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat di gunakan dalam

kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi,

12 Jimly asshiddigie, “Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia”,
(Jakarta: Konstitusi press, 2005), cet ke-1 h 21



50

maupun oleh Negara itu sendiri. Dengan demikian, Negara dapat
mengintegrasikan dan membimbing serta mengarahkan kegiatan-
kegiatan sosial kearah tujuan bersama. Dan untuk mengarahkan
tujuan yang akan di capai, pemerintah mempunyai tugas-tugas
sebagai berikut 1) mengendalikan dan mengatur gejala-gejala
kekuasaan yang sosial, yakni bertentangan satu dengan yang
lainnya; 2) mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan
manusia atau kelompok kepada tujuan-tujuan masyarakatsecara
seluruhnya. Sedangkan fungsi Negara adalah sebagai berikut:

melaksanakan ketertiban (law and under), mengusahakan
kesejahteraan, kemakmuran rakyat pertahanan dan menegakkan
keadilan.

Misalnya, dalam Negara kesatuan republik Indonesia
landasan yang dipakai dalam melindungi hak-hak adalah TAP
MPR No XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, undang
undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga di tetapkan
sebelum amandemen UUD 1945 yang mencantumkan HAM
sebagai bagian dari konstitusi. Undang-undang ini di tetapkan

pada tanggal 23 september 1999
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Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia
terdiri dari 106 pasal yang meliputi sebelas bagian, bagian paling
pertama adalah bab tentang ketentuan umum, yang berisi
pengertian-pengertian seperti pengertian hak asasi manusia
kewajiban dasar manusia, diskriminasi, penyiksaan, hak anak
pelanggaran HAM komnas HAM.

Adapun tanggung jawab Negara yang harus di perhatikan
adalah sebagai berikut.

1. Hak memeluk satu agama dan memeliharanya (hifdz al-

din)

Agama adalah dimensi dari pelaku sosial manusia yang dapat
di lihat oleh masyarakat sebagai ukuran hidup bersandingan
dengan sesame, agama juga berfungsi sebagai penyeimbang
kehidupan manusia di kala manusia sedikit keluar dari kehidupan
normal. Jadi tanpa agama manusia bias berbuat kasar atau tanpa
norma tak ubahnya seperti hewan, karena agama lahir
berdasarkan keyakinan yang di dalamnya terdapat aturan atau
hokum untuk hidup bersama-sama. Dengan demikian, hak untuk

memeluk agama atau keyakinan tersebut harus di lindungi baik,
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oleh individu, masyarakat, maupun Negara.hak untuk memeluk

agama atau keyakinan bagi warga Negara Indonesia, tertuang

dalam UUD 1945 BAB XI pasal 29 ayat (2) yang berbunyi
“Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap pendudukuntuk
memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu”

Kemudian dalam perubahan kedua UUD 1945 tahun 2000
yang di atur dalam BAB XA pasal 28 E ayat (1) juga menyatakan
bahwa:

“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,
memilih pekerja’an memilih kewarganegaraan memilih
tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali”

Selanjutnya undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak
asasi manusia, juga mengaturnya dalam BAB |11 pasal 22 ayat (1)
yang menyatakan bahwa

“setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu”

B Harun al-rosid, naskah undang undang dasar Negara
republic Indonesia 1945sesudah empat kali di ubah oleh MPR (Jakarta: Ul
press, 2004) edisi revisi pertama, h 106
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2. Hak hidup sama di muka hukum (hifdz al-nafs)

Persamaan derajat dan hak hidup adalah hal pokok bagi
setiap manusia hak ini harus ada dan harus setara bagi setiap
manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara
sesama manusia. Tidak ada seseorang atau sekelompok manusia
yang hak hidupnya lebih di prioritaskan dari yang lain. Dengan
demikian, hak untuk hidup tersebut harus di lindungi baik oleh
individu, masyarakat, maupun Negara.

Hak untuk hidup bagi warga Negara Indonesia, tertuang
dalam BAB XA pasal 28 A dari perubahan kedua UUD 1945
yang berbunyi;

“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya >

Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi

manusia, juga mengaturnya dalam BAB Il pasal 9 ayat (1)

yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak untuk hidupm dan mempertahankan
hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”

14 Sekertaris mahkamah konstitusi republic Indonesia undang-undang
dasar Negara republic Indonesia 1945. (Jakarta:setjen MKRI, 2007), cet ke-2
h 45.
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3. Hak melestarikan keturunan secara hukum (hifdz al-nasl)
Tidak menutup keungkinan manusia berbuat salah dan

melakukan kegiatan yang negatif atau berbuat asusila, hukum
Islam menggarisi bahwa secara tegas bahwasannya pelanggar
asusila dapat di jatuhi hukuman berat bagi pelakunya. Sebagai
tindakan pencegahan Islam mempunyai perangkat hukum sebagai
perluasan makna dari dasar hukum Islam, yaitu al-qur’an dan al-
sunnah termasuk yang di dalamnya memuat aturan yang sama
dengan magashid as-sariyah. Oleh karena itu (hifdz al-nasl)
adalah upaya positif untuk melindungi generasi yang sah di muka
hukum. Adapun hak untuk berkeluarga dan berketurunan bagi
warga Negara Indonesia, tertuang dalam BAB 111 pasal 28 B ayat
(1) dari perubahan kedua UUD 1945 yang berbunyi;

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan yang sah”

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi™*

Dalam Islam melindungi hak untuk berkeluarga dan

berketurunan adalah termasuk salah satu tujuan syari’at Islam

1> Sekertaris mahkamah konstitusi republic Indonesia undang-

undang dasar Negara republic Indonesia 1945. (Jakarta:setjen MKRI, 2007),
cet ke-2 h 46.
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(magashid al-syariyah) yakni, termasuk dalam kemaslahatan
primer (maslahah al-daruriyah). Dalam hal ini, melindungi
hak untuk berkeluarga dan berketurunan dapat di kategorikan
sebagai hifdz al-nasl . karena hak untuk berkeluarga dan
berketurunan merupakan hak yang paling asasi bagi setiap
manusia, ajaran Islampun memandang penting perlindungan
terhadap hak untuk berkeluarga dan berketurunan tersebut.
Hak materi (hifdz al-maal)

Perlindungan terhadap ha katas harta kekayaan dan
penghidupan yang layak oleh manusia. hal ini tertuang dalam
ha katas kepemilikan harta benda bagi warga Negara
Indonesia. Tertuang dalam UUD 1945 BAB XIV pasal 33
ayat (3) dan pasal 34 ayat (1) adapun bunyi pasal tersebut
adalah:

“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat ”

Sedangkan bunyi pasal 34 ayat (1) adalah sebagai
berikut

“fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh

negara”
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Dalam perubahan kedua UUD 1945 pasal 28 H ayat
(4) juga di sebutkan bahwa
“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak
milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapapun”

Dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang
hak asasi manusia juga di atur dalam BAB |1l pasal 36 ayat
(1) dan (2)yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan
dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara
yang tidak melanggar hukum ”

“tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan
sewenang-wenang dengan cara melawan hukum

Dalam hifdz al-maal penanganan kemiskinan juga
dapat di masukkan melalui pengelolaan zakat, infak, dan
shodagoh, yang masing masing dapat di pegang oleh Negara
dan pihak pengelola swasta, semisal baznas, dompet dhuafa,
dan lainnya.

Hak perlindungan terhadap intelektual seseorang (hifdz
al-aql)

Hak ini sangat luas cakupannya, yaitu berkaitan

dengan perlindungan fisik juga mental, di samping di

pandang dari dua sisi juga memerlukan pendekatan yang
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berbasis pendidikan. Hak untuk memperoleh pendidikan bagi
warga Negara Indonesia. Tertuang dalam pasal 31 ayat (1)
UUD 1945 yang berbunyi

“setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”

16

Kemudia dalam perubahan kedua UUD 1945 tahun
2000 juga di atur dalam pasal 28 C ayat (1) dan pasal 28 F
juga menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak mengebangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, dan
meningkatkan  kualitas  hidupnya dan  demi
kesejahteraan umat manusia”

Kemudian dalam undang-undang no 39 tahun

1999tentang hak asasi manusia juga di atur pada BAB 1l
pasal 12 dan 13. Yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas perlindungan bagi
pengembangan  pribadinya, untuk memperoleh
pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan
kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang
beriman,bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak

16 Sekertaris mahkamah konstitusi republic Indonesia undang-undang
dasar Negara republic Indonesia 1945. (Jakarta:setjen MKRI, 2007), cet ke-2
h 55
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mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak
asasi manusia. ”

“setiap orang berhak untuk mengembangkan dan
memperoleh manfaat dari ilmu, dan teknologi, seni
budaya dan sesuai dengan martabat manusiademi
kesejahteraan  pribadinya, bangsa dan umat
manusia.”

Dalam Islam, melindungi hak atas
mengembangkan akal pikiran adalah salah satu tujuan
syariat Islam (magashid al-syariyah) yakni, termasuk
dalam kemaslahatan primer (maslahah al-daruriyah)
dalam hal ini, melindungi hak atas mengembangkan akal
pikiran dapat di kategorikan sebagai hifdz al-agl . karena
hak atas mengembakan akal pikiran merupakan hak yang
paling asasi bagi setiap manusia. Ajaran Islampun
memandang penting perlindungan terhadap hak atas

mengebakan akal pikiran tersebut.

C. Pengertian HAM menurut Figh Siyasah

Pada dasarnya, semua Rasul dan Nabi adalah pejuang-
pejuang penegak hak asasi manusia yang paling gigih. Mereka
tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan akan hak-
hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Kitab-kitab Suci,

seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur’an, akan tetapi sekaligus



59

memperjuangkannya  dengan  penuh  kesungguhan  dan
pengorbanan.’

Al-Qur’an menegaskan bahwa Islam adalah agama yang
sempurna. Di samping mengajarkan hubungannya dengan sang
Pencipta juga menegaskan tentang pentingnya hubungan antar
manusia

Hubungan Islam dengan HAM, dari ajaran pokok tentang
habl min Allah dan habl min al-nas, muncul dua konsep hak,
yakni hak manusia dan hak Allah. Setiap hak saling melandasi
satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga
sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia ini
didasarkan pada pendekatan teosentris atau yang menempatkan
Allah melalui ketentuan syariat- Nya sebagai tolak ukur tentang
baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi
maupun sebagai warga masyarakat atau warga Negara.

Oleh karena itu, konsep Islam tentang HAM berpijak
pada tauhid, yang pada dasarnya, di dalamnya mengandung ide

persamaan dan persaudaraan manusia yang oleh Harun Nasution

7 said Agiel Siradj, Hak atas Keadilan dalam Wacana Islam,
(Jakarta: ELSAM, 1998 ), 142



60

disebut sebagai ide perikemaklukan. Ide perikemakhlukan
memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide
perikemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak
boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk termasuk juga
pada binatang dan alam sekitar.

Berdasarkan tingkatannya, Islam mengajarkan tiga
bentuk hak asasi manusia, yaitu:*® pertama, Hak darury (hak
dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut
dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga
hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya,
misalnya mati. Kedua, Hak hajy (hak sekunder). yakni hak-hak
yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak
elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang
pangan yang layak, maka akan rnengakibatkan hilangnya hak
hidup. Ketiga, Hak tahsiny, yakni hak yang tingkatannya lebih
rendah dari hak primer dan sekunder.

Dengan demikian, HAM dalam Islam lebih dulu muncul.

Tepatnya, Magna Charta tercipta 600 tahun setelah kedatangan

8 Eggi Sudjana, HAM dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Nuansa
Madani, 2002), h. 81
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Islam. Di samping nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip HAM itu

ada dalam sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadis, juga

terdapat dalam praktik-praktik kehidupan Islam. Tonggak sejarah

keberpihakan Islam terhadap HAM yaitu pendeklarasian Piagam

Madinah yang dilanjutkan dengan deklarasi Kairo.

Dalam Piagam Madinah, paling tidak ada dua ajaran

pokok yang berhubungan dengan HAM, yaitu pemeluk Islam

adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa; dan

hubungan antara komunitas Muslim dengan non muslim

didasarkan pada prinsip:*°

1.

2.

Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
Membela mereka yang teraniaya

Saling menasehati

Menghormati kebebasan beragama

Adapun ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi

Kairo antara lain sebagai berikut: Hak persamaan dan kebebasan,

Hak hidup, Hak perlindungan diri, Hak kehormatan pribadi, Hak

9 M. Lukman Hakim, Deklarasi Islam Tentang HAM, (Surabaya:

Risalah Gusti, 1993), h. 12
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berkeluarga, Hak kesetaraan wanita dengan pria, Hak anak dari
orang tua, Hak mendapatkan pendidikan, Hak kebebasan
beragama, Hak kebebasan mencari suaka, Hak memperoleh
pekerjaan, Hak memperoleh perlakuan sama, Hak kepemilikan,
dan Hak tahanan

Atas dasar itu, Islam sejak jauh-jauh hari mengajarkan
bahwa pandangan Allah semua manusia adalah sama derajatnya.
Yang membedakan manusia adalah tingkat kesadaran
moralitasnya, yang dalam perspektif Islam disebut ‘“nilai
ketaqwaannya”.  Apalagi  manusia  diciptakan  untuk
merepresentasikan dan melaksanakan ajaran Allah di muka bumi,
sudah barang tentu akan semakin memperkuat pelaksanaan
HAM.

Oleh karena itu, jika harkat dan martabat setiap
perorangan atau manusia harus dipandang dan dinilai sebagai
cermin, wakil, atau representasi harkat martabat seluruh umat
manusia, maka penghargaan dan penghormatan kepada harkat
masing-masing manusia secara pribadi adalah suatu amal

kebajikan yang memiliki nilai kemanusiaan universal.
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Demikian pula sebaliknya pelanggaran dan penindasan
kepada harkat dan martabat seorang pribadi adalah tindak
kejahatan kepada kemanusiaan universal, suatu dosa yang amat
besar. Harkat dan martabat itu merupakan hak dasar manusia,
tentu dengan pemenuhan keperluan hidup primerya berupa
sandang, pangan, papan.

1. Macam-macam Hak Dalam Islam
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian
terdahulu, bahwa sosok manusia dalam perspektif Islam, baik
sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial,
mempunyai hak asasi pokok, semata-mata diistimewakan
memang karena dirinya sebagai hamba Allah SWT. Di antara
hak-hak asasi tersebut adalah:

a. Hak untuk hidup.

Hak asasi yang paling utama yang diusung oleh
Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup
manusia. Hal tersebut secara tegas telah dikemukakan
olen Allah SWT pada QS. 5 (al-Ma’idah):32, yang

artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum)
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bagi Ban lIsrail, bahwa barang siapa yang membunuh
seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh)
orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di
muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh
manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara
kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang
jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat
kerusakan di muka bumi.

Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan
dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat
diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Selama
berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat
diadili oleh pemerintah yang sah. Pada setiap peristiwa
itu, tidak ada satu individu pun yang memiliki hak untuk

mengadili dengan main sendiri. Sebagaimana telah



65

dijelaskan oleh Allah SWT pada QS. 6 (al-Anfal):151,
yang artinya: Janganlah kamu bunuh jiwa yang
diharamkan Allah SWT untuk membunuhnya kecuali
karena sebab yang dibenarkan oleh syari'ah. Dengan
demikian pembunuhan dibedakan dari menghilangkan
nyawa yang dilakukan demi melaksanakan keadilan.”
Menurut  Syeikh  Syaukat  Husain, Islam
memerintahkan umatnya untuk menghormati hak hidup
ini, walaupun terhadap bayi yang masih di dalam rahim
ibunya. Lebih dari itu, Islam tidak hanya memperhatikan
kemuliaan dan martabat manusia ketika ia masih hidup,
martabatnya tetap dimuliakan, sampai dengan wafatnya,
dengan diurus jenazahnya, dimandikan, dikafankan,
dishalatkan dan dimakamkan dengan baik dan penuh

ketulusan.?*

A A. Maududi, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Jakarta : Bumi
Aksara : 2014), h. 213

2! syeikh Syaukat Husain, Human Right in Islam, Terjemahan: Abdul
Rochim C.N. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 60.
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b. Hak Untuk Memperoleh Kebutuhan Ekonomi.

Berbicara tentang hak ekonomi, Islam telah
mengajarkan kepada setiap individu untuk dapat
memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya sesuai
dengan prestasi hidup skill yang dimiliki. Namun, di
balik harta yang dimilikinya itu, di dalamnya terkandung
hak orang lain, khususnya kalangan dhua'fa dari
golongan fakir miskin, yang dikeluarkan melalui zakat,
infak, dana sedekah (ZIS). Hal tersebut sesuai dengan
firman Allah SWT QS. 51 (Adz-Dzariyat) : 19

asoaally LA a2Vl i
Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak-hak
orang miskin yang tidak mendapat bahagian. (Q.S. Al-
Dzariat: 19)

Pesan ayat tersebut menyatakan dan menegaskan
bahwa siapapun yang minta pertolongan dan siapapun
yang menderita kesulitan mempunyai hak atas bagian
harta benda dan kekayaan seorang muslim, tanpa melihat
apakah ia berasal dari bangsa ini, atau itu, dari negara

manapun dan dari ras manapun ia berasal.
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Selain itu, Islam memberikan jaminan perlindungan
dan keamanan terhadap eksistensi harta kekayaan
masing-masing individu, khususnya terhadap harta benda
yang diperoleh secara legal dan sah menurut hukum.
Termasuk di dalamnya hak-hak untuk dapat menikmati
dan mengkonsumsi harta, hak untuk investasi dalam
berbagai usaha, hak untuk mentransfer, serta hak
perlindungan individu lain tinggal di atas tanah

miliknya.?

. Hak Untuk Mendapatkan Kemerdekaan Dan

Kebebasan.

Islam secara tegas melarang praktek perbudakan,
dalam bentuk orang yang merdeka menjadi hamba
sahaya, kemudian diperjualbelikannya. Sebagaimana
telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah
hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibn
Majah yang bersumber dari "Amr bin "Ash, yaitu: Ada

tiga kategori manusia yang aku sendiri akan

22 syeikh Syaukat Husain, Human Right In Islam,.... h. 62.
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menggugatnya pada hari kiamat. Di antaranya adalah
mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka
menjadi hamba sahaya, lalu menjualnya dan memakan
uang hasil penjualannya.

Menurut Abu al-'A’la al- Maududi, pernyataan hadis
Rasulullah SAW tersebut tidak hanya terbatas dan hanya
berlaku bagi satu bangsa tertentu, atau ras tertentu, atau
hanya berlaku bagi penganut agama tertentu saja. Akan
tetapi, berlaku secara umum dan universal mencakup
kepada seluruh lapisan manusia. Sehingga, Islam,
menurut al-Maududi, berusaha secara maksimal untuk
memecahkan persoalan perbudakan yang telah
berlangsung di Arabia dan di seluruh dunia, denga
mendesak para tuan (pemilik hamba sahaya) untuk
membebaskan para budak. Membebaskan para hamba
sahaya untuk kemudian menjadi seorang yang merdeka
dikatakan sebagai sebuah perbuatan mulia, yaitu bahwa

setiap organ tubuh orang yang membebaskan hamba
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sahaya akan dilindungi dari acaman siksa api neraka.”®
Sebagai hasil dari kebijakan ini, masalah perbudakan di
Arabia dapat dituntaskan dalam kurun waktu 40 tahun.
Dimulai oleh Rasulullah SAW telah membebaskan
sebanyak 63 hamba sahaya, "Aisyah RA telah

membebaskan 67 orang, Abadullah bin Abbas

. Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi.

Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk
berfikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat kepada
seluruh umat manusia. Kebebasan berekspressi ini tidak
hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan
tirani, namun juga bagi setiap individu untuk bebas
mengeluarkan pendapat dan sekaligus
mengekspressikannya berkait dengan berbagai masalah.
Tentunya kebebasan berpendapat di sini berkait dengan
upaya untuk mensosialisasikan perbuatan kebaikan dan

kebajikan, dan berupaya untuk menghimbau dan

A A. Maududi, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, ... h. 26-27.
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mengantisipasi  berbagai perbuatan kejahatan dan
kezaliman.?*

Rasulullah  SAW selama hidupnya telah
memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk
mengungkapkan pendapat sekalipun berbeda dengan
pendapat pribadi beliau. Rasululah SAW telah menempa
kepribadian para sahabat sedemikian rupa sehingga
mereka dapat mengekspressikan perbedaan pendapat
tanpa ragu-ragu. Sebagai contoh: ketika Rasulullah SAW
meminta para sahabat untuk melawan musuh di dalam
kota Madinah. Para sahabat berpendapat bahwa posisi
para sahabat mesti di lokasi medan pertempuran Uhud.
Pendapat para sahabat ini kemudian dipilih oleh
Rasululah SAW bahwa posisi umat Islam dan Rasulullah
dalam menghadapi musuh pada perang Uhud berada di

lokasi jabal uhud bukan di dalam kota Madinah.?

72.

24 A A. Maududi, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, ....h. 30-31.
% Syeikh Syaukat Husain, Human Reight In Islam,.... h. 71-
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e.Persamaan Hak Dan Kedudukan Di Hadapan
Hukum.

Islam menegaskan dan menekankan adanya
persamaan seluruh umat manusia di depan Allah SWT.
Sebagai makhluk ciptaan-Nya, manusia telah diciptakan
dari asal usul yang sama, nenek moyang yang sama, dan
kepada-Nyalah mereka mesti taat dan patuh. Hal tersebut
sesuai dengan QS. 4 (an-Nisa):1, yaitu:
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Artinya:Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada
Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu,
dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu meminta
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan sillaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.?

Rasulullah SAW telah mendeklarasikan asas

persamaan (al-muséwah) di antara manusia ini tertuang

®®Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur’an Departemen
Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Bandung: 011), h.115
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dalam khutbah haji wada'nya: Orang Arab tidak
mempunyai keunggulan atas orang non Arab, demikian
juga orang non Arab tidak mempunyai keunggulan atas
orang Arab. Demikian juga orang berkulit putih tidak
mempunyai keunggulan atas orang yang berkulit hitam,
atau orang yang berkulit hitam tidak mempunyai
keunggulan atas orang yang berkulit putih. Semua
manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam
diciptakan dari tanah liat.?’
. Hak Kebebasan Untuk Berserikat
Islam juga telah memberikan hak kepada rakyat
untuk bebas berpolitik, berserikat dan membentuk
organisasi-organisasi. Namun, hak berserikat ini
dilakukan dengan motivasi untuk menyebarkan dan
merealisir kemaslahatan dan kebaikan baik bagi individu,
masyarakat dan bangsa, bukan untuk menyebarluaskan
kejahatan dan kekacauan. Sehingga dapat dikatakan

bahwa hak kebebasan berserikat tidak berlaku secara

2T syeikh Syaukat Husain, Human Reight In Islam,... h. 86-87.
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mutlak tanpa batas. Akan tetapi, ia dilakukan dengan
dilandasi oleh semangat untuk menyebarluaskan amal-
amal kebajikan dan kesalehan, serta menumpas kejahatan
dan kemunkaran. Hak untuk kebebasan untuk berserikat
secara umum terkandung pada QS. 3 (Ali "Imran:110),
yaitu:
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Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang
dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang
ma ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman
kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu
lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang
beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang
yang fasik.

Hak Untuk Mendapatkan Keadilan.

Islam hadir ke muka bumi ini untuk menegakan
keadilan. Sehingga setiap insan hamba Allah SWT
mendapatkan hak keadilan yang sangat penting ini. Islam

mewajibkan kepada umatnya untuk menegakan keadilan
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walaupun untuk dirinya sendiri. Hal tersebut secara tegas
telah dijelaskan oleh Allah SWT pada QS. 42 (Asy-

Syura) :15,

/75
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“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu)
dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan
janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah:
“Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan
Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di
atara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu.
Bagi kami amal-amal kami dan bagi amal-amal kamu.
Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Alla
mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali
(kita).”®

Inilah  ketentuan  al-Quran  yang telah

dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafa ar-
Rasyidin, sehingga sistem peradilan yang baik dan sehat
terwujud. Pada awal era kekhalifahan belum terdapat
pemisahan antara badan eksekutif dan yudikatif. Namun,

pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab,

Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur’an Departemen
Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Bandung: 2011) h.110
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beliau telah memisahkan lembaga peradilan secara
keseluruhan dari institusi-institusi negara, serta pada saat
itu ia membentuk kantor pengadilan di setiap wilaya.
Pengadilan yang diselenggarakan bebas biaya bagi para
pencari keadilan. Khalifah Umar tidak segan-segan
membawa para gubernurnya ke meja pengadilan para
gubernurnya terhadap kasus gugatan dan pengaduan
yang diajukan rakyatnya.

Selain itu, upaya penegakan keadilan yang pernah
dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah ketika Umar bin
Khattab menyelengarakan sebuah pertemuan besar yang
dihadiri oleh pejabat dan rakyatnya di kota Madinah al-
Munawwaroh seraya ia berpidato: Para pejabat ditunjuk
untuk tidak menganiaya atau merampas harta bendamu,
melainkan mereka ditunjuk untuk untuk melindungimu
dan mengayomimu, sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan
Sunnah Raulullah SAW. Oleh karena itu, jika ada pejabat
yang berlaku zalim, maka beritahukanlah kepadaku

sehingga aku dapat memperbaikinya.
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h. Hak Untuk Medapatkan Tempat Tinggal.

Islam memandang bahwa bertempat tinggal
merupakan hak asasi dalam kehidupan manusia yang
sangat urgen. Sehingga seseorang dapat beristirahat di
rumah  kediamannya yang akan mendatangkan
kebahagiaan dan kesejahteraan bagi dirinya, anak-
isterinya, dan para keluarganya. lbn Hazm berpendapat :
jika seseorang tidak mempunyai rumah kediaman dan
tempat tinggal yang jelas, maka menjadi sebuah
kewajiban bagi pihak yang kaya (agniya) untuk
membangunkan tempat pemukiman mereka yang dhu afa
(yang lemah ekonomi). Bahkan menurut lbn Hazam
sebagai juga yang dikemukakan oleh Ibrahim al-Lubban,
keduanya berpendapat: kewajiban bagi negara untuk
mengadakan tempat pemukiman bagi warga negaranya
yang miskin, dengan tidak membedakan suku, bangsa,
ras san agama.

Beberapa argumen yang diajukan adalah (QS. 17 Al-

Isra:26)
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Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang
dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang
dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-
hamburkan (hartamu) secara boros.

Di samping itu, secara tegas Allah SWT mengancam

terhadap orang kaya yang tidak peduli dan acuh tak acuh
kepada nasib kelompok orang miskin, baik yang berkait
dengan perhatian kepada sandang, pangan dan tempat
tinggalnya. Sebagaimana telah dikemukakan pada QS.74

Al-Mudatstsir: 42-44

-
>
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Artinya: Apakah yang memasukkan kamu ke dalam
Saqar (neraka)?. Mereka menjawab: ”Kami dahulu tidak
termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. Dan
kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.*
2. Hak Allah dan Hak Manusia
Menurut al-Maududi , HAM adalah hak kodrati yang

dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia yang tidak

dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan

®Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur’an Departemen
Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Bandung: 2011) h.270
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apapun. Hak-hak yang telah diberikan oleh Allah SWT
tersebut bersifat permanen, tidak boleh diubah atau
dimodifikasi. Dalam persepsi hukum Islam telah dikenal dua
konsep hak, yakni hak manusia (hag al-inséan atau juga
disebut dengan hag al-"ibad). Setiap hak itu saling melandasi
satu dengan yang lainnya. Dalam aplikasinya, tidak ada
satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut.

a. Hak Allah.

Hak Allah adalah hak yang kembali dan
berpulang kepada kemaslahatan dan eksistensi
kepentingan umum secara kolektif bukan untuk
kepentingan pribadi secara individual. Shalat lima waktu,
puasa Ramadlan, zakat dan haji yang merupakan ibadah
vertikal murni (‘ibaddah mahdhah) yang merupakan
bangunan dasar agama Islam yang bertujuan untuk
kemaslahatan, kedamaian yang dapat dirasakan oleh
semua manusia, diharapkan dengannya akan terbentuk

kesalihan individual dan kesalihan sosial. Pelaksanaan
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hak Allah ini mesti dibangun dan dilandasi oleh

semangat lillhi Ta"ala.*

. Hak Manusia

Hak manusia (haqg al-"ibad atau juga disebut haq
adami, adalah hak yang berkait dengan kepentingan
individual seorang hamba Allah SWT, sehingga
berpulang kemaslahatannya kepada orang yang
bersangkutan. Hal tersebut dapat saja berkait dengan hak
milik, transaksi hutang-piutang, wasiat, kewarisan, dan
yang lainnya. Hak pribadi inipun berkait dengan individu
lain secara horizontal, sehingga masing-masing pihak
dapat mendapatkan hak dari pihak lain, dan secara
otomatis menjadi kewajiban yan perlu dipenuhinya
sebagai perimbangan atas hak yang diperolehnya.

Sementara itu, dalam hak manusia seperti hak
kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola

harta yang dimilikinya. Namun demikian, pada hak

% Abd al-Wahhab Khallaf, 1lmu Ushul al-Figh,(al-Qahirah: Dar al-

Kuwaitiyyah, 1942), h. 210-212. Lihat pula: Abu Zahrah, Ushul al-Figh,
(Cairo: Dar al-Fikr al-"Arabi, t.th.), h. 257.
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manusia itu ada hak Allah yang mendasarinya.
Konsekwensinya adalah meskipun seseorang berhak
untuk mendayagunakan hak miliknya, tetapi tidak boleh
menggunakan hak miliknya itu untuk tujuan dan motivasi
yang bertentangan dengan ajaran Allah SWT dan
bertentangan dengan semangat lillahi Ta'ala. Jadi,
sebagai pemilik hak, diakui dan dilindungi dalam
penggunaan haknya, namun tidak boleh melanggar hak
yang mutlak (hak Allah). Kepemilikan hak pada manusia
bersifat relatif, sementara pemilik hak yang absolut

hanyalah Allah SWT.



